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Abstrak 
Penilitian ini bertujuan mendiskripsikan penitipan orang tua di Panti Sosial 
Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif 
penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, serta mengambil berbagai literatur 
yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan kuesioner, 
yaitu untuk mengetahui pendekatan untuk mengetahui status hukum di Indonesia 
mengenai anak yang menitipan orang tuanya. 
 Hasil dari penelitian ini ada beberapa alasan mengapa anak menitipkan orang 
tua: pertama, karena anak merasa tidak nyaman dengan ketidakharmonisasinya antara 
orang tua dengan menantu atau istri/suami sang anak. kedua, karena orang tua merasa 
kesepian mengakibatkan anak merasa khawatir.  
 Dalam hal penitipan orang tua, hukum positif meninjau bahwa dalam penitipan 
orang tua sepanjang ada aturan yang membawahinya maka penitipan orang tua tersebut 
sah-sah saja sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Sedangkan ditinjau dari 
hukum Islam dengan meninjau kesesuaian tujuan anak dan realitas yang dialami orang 
tua. Ketika orang tua mendapatkan kebahagiaan berada di panti jompo, kesesuaian 
antara tujuan dan realitas sudah terpenuhi karena adanya keridaan dari orang tua. 
Kemudian ketika melihat kondisi orang tua yang tidak sehat atau tidak mendapatkan 
perawatan intensif. Adapun tujuan anak menitipkan orang tuanya agar orang tua tidak 
kesepian, mendapat perawatan, perhatian, pendidikan, dan kebahagiaan. Sehingga 
hukum Islam menekankan pada tingkah laku anak dalam penitipan orang tua terutama 
dalam keikhlasan orang tua dititipkan di panti jompo.  
Kata Kunci: Panti Jompo, Orang Tua, Hukum Islam, Hukum Positif. 
 
A. Latar Belakang 
Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka 
selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan 
hukum dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur maupun 
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yang telah dewasa timbul timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua 
kandungnya. Hubungannya seperti apa hak dan kewajibannya, bagaimana dalam 
pelaksanaanya dan apa yang menjadi dasar hukumnya.  
Membahas tentang kedudukan anak di dalam hukum, karena kedudukan anak ini 
erat sekali hubungannya dengan masalah perkawinan, maka masalah perkawinan yang 
akan dibahas terlebih dahulu, oleh karena dalam perikatan perkawinan sangat penting 
dalam akibat hukum tehadap si anak bukan hanya di lingkup kekeluargaan di dalam 
pergaulan masyarakat pun sangat penting. 
  Akibat perkawinan melahirkan anak keturunan, mereka merupakan sendi yang 
utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup 
bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, 
sebaliknya apabila rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan 
menimbulkan rusak dan kacaunya pula bangunan masyarakat kita. Mengingat peranan 
yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya 
masyarakat. Maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur 
hidup bersama ini dan peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian 
perkawinan yang hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
memenui syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan yang terkait dengan perkawinan 
Tata tertib kaidah-kaidah inilah yang berlaku di Indonesia yang dalam bentuk 
konkretnya disebut Hukum Perkawinan yang telah berlaku sejak dahulu sampai 
sekarang.  
Lalu hubungan perkawinan dengan membentuk keluarga (rumah tangga) berarti 
adanya hubungan antara suami dengan isteri dan jika adanya anak maka hubungannya 
orang tua dengan anak. Adapun permasalahan yang timbul dari perkawinan dalam hal 
ini ketidakharmonisasinya antara anak dan orang tuanya, misalnya terdapat beberapa 
orang tua yang ditelantarkan dan/atau dititipkan di panti jompo yang dimana orang tua 
yang sudah jompo (tua sekali dan sudah lemah fisiknya, tua renta dan uzur (lemah 
badan karena tua); sakit-sakitan; berpenyakitan) masih memiliki anak kandung yang 
dimana anak kandung tersebut sudah berpendapatan cukup yang artinya mampu 
membiayai segala keperluan orang tua kandungnya dan mempunyai tempat tinggal 
hanya ditelantarkan atau dibiarkan menetap di panti jompo, ini merupakan tindakan 
melawan hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan 
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diatas yaitu KUHPer Pasal 321 “tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang 
tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”  
dan UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pasal 46 ayat 2 “jika anak telah dewasa, 
ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, 
bila mereka itu memerlukan bantuannya”. 
Realitas di berbagai Negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini 
cenderung kebanyakan anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu 
untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut berkedudukan tinggi dan 
mempunyai segudang aktifitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian 
memasukkan orang tua ke panti jompo. 
Adapun permasalahan lain dengan hubungannya orang tua dengan anak dimana 
orang tua yang atas kemauan sendiri menetap di panti jompo, itu bertentangan dengan 
KUHPer Pasal 326 bahwa:  
“apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketakmampuannya 
menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah 
menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang 
membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”.  
Dari Pasal 326 pada kalimat memerintahkan kepadanya dalam hal ini sang anak 
supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua 
kedalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya.  
Pembahasan mengenai permasalahan orang tua dengan anak kandungnya perlu 
diadakan pembahasan lebih mendalam mengenai hak alimentasi “kewajiban timbal-balik 
antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta 
keturunan mereka untuk saling memberi nafkah”.  Difokuskan dalam pembahasan ini adalah 
kepada kewajiban anak yang telah dewasa dan mempunyai penghasilan tertentu 
terhadap kedua orang tuanya. Kewajiban ini pun adalah keharusan yang patut jika anak 
itu telah dewasa.  
Permasalahan terkait dengan analisis hukum efektifitas hingga pelaksanaan hak 
alimentasi yaitu anak kandung terhadap orang tuanya dimulai dari peristiwa hukum 
perkawinan suami isteri kemudian lahir seorang anak timbul akibat hukum yaitu 
hubungan anak dan orang tua apa yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban 
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antara anak dan orang tua yang kemudian mengharuskan para pihak baik itu anak dan 
orang tua memenuhi hak alimentasinya masing-masing dengan berdasar pada KUHPer 
dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
B. Definisi Hak Alimentasi  
Definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada 
Pasal-Pasal yang bersangkutan) pada KUHPer adalah “kewajiban timbal-balik antara 
kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis ke atas dan anak-anak beserta 
keturunan mereka untuk saling memberi nafkah” sehingga dari definisi diatas timbul 
perikatan yang bersumber dari undang undang, mengenai hak alimentasi  dalam konteks 
ini difokuskan kewajiban sang si anak terhadap orang tua kandungnya terdapat beberapa 
Pasal yang terkait.1 
Dengan adanya definisi hak alimentasi dari kalimat timbal balik yang dibahas di 
sini adalah kewajiban anak. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan 
keluarga garis lurus keatas Kewajiban ini baru timbul bila anak itu: 
a. Bila anak itu sudah dewasa  
b. memang ia mampu untuk membantunya 
c. Dan orang tua serta keluarga dalam garis lurus keatas tersebut benar-benar 
memerlukan bantuan.  
Bahwa orang yang tidak berketiadaan lagi menuntut sekedar kewajiban hukum 
terhadap anaknya yang sudah dewasa untuk membantu orang tuanya dalam batas-batas 
kemampuan yang ada padanya. Baik yang menyangkut perbelanjaan dan pemeliharaan 
kesehatan kepada orang tua yang bersangkutan.2    
C. Hukum Kekeluargaan  
Mengenai hukum kekeluargaan yang erat hubungannya dengan hak alimentasi  
adalah  prinsip perkawinan dalam kehidupan berumah tanga  yang harus dipegang teguh 
                                                             
1
  Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
2
  M Yahya Harahap. Hukum  Perkawinan Nasional Berdasarkan UU  No1 Tahun 1974 Dan   Peraturan 
Pemerintah No 9 Tahun 1975. Zahir. Medan. 1975. Hlm  214 
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dan diamalkan oleh seluruh anggota keluarga, yakni: suami, isteri, dan anak-anak, untuk 
dapat mencapai tujuan perkawinan dalam hal ini ada 5 prinsip perkawinan, yakni: 
1. Prinsip musyawarah dan demokrasi  
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan 
berkeluarga 
3. Prinsip menghindari dari kekerasan  
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai patner dan  
5. Prinsip keadilan  
 Prinsip yang pertama, adanya kehidupan yang serba musyawarah dan demokrasi 
dalam segala aspek kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek 
dalam kehidupan berumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan.3 
Berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu 
kalau dibutuhkan juga melibatkan anggota seluruh anggota keluarga, yakni suami, isteri 
dan anak. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling 
terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara 
orang tua dan anak harus menciptakan suasan saling menghargai dan menerima 
pandangan dan pendapat anggota keluarga lain. Masih sebagai realisasi dari sikap 
demokratis, suami dan isteri harus menciptakan suasana yang kondusif untuk 
munculnya rasa persahabatan diantara anggota keluarga dalam berbagai suka dan duka, 
dan merasa mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang 
merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi 
dan menguasai. Demikian juga tidak boleh ada pihak yang merasa dikuasai dan 
didominasi. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan 
memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan 
yang lain.4    
Akan halnya dengan prinsip kedua, menciptakan kehidupan keluarga yang aman, 
nyaman dan tentram berarti, bahwa dalam kehidupan rumah tanga harus tercipta 
suasana yang merasa saling kasih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. 
                                                             
3
    Khoiruddin nasution. Hukum perkawinan 1.academia & tazaffa. Yokyakarta. 2005. Hlm 56 
4
  Ibid, Hlm 56 
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setiap anggota keluarga; suami, istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak 
mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang, dan penuh 
ketentraman. Dengan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk 
mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram, diharapkan semua anggota 
keluarga saling merindukan satu dengan yang lain. Dengan kehidupan yang demikian 
diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.5  
D. Kekuasaan Orang Tua  
Kekuasaan orang tua ini dibagi dalam tiga bagian: 
1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak 
Pasal 299 BW menyatakan asas-asas kekuasaan orang tua. Pasal itu menentukan 
bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung maka anak ada dalam kekuasaan 
orang tua sampai anak itu menjadi meerderjarig (telah dewasa) kalau selama itu 
kekuasaan orang tua itu onzet (tidak dicabut) dan/atau ontheven (dibebaskan). kalau 
demikian, maka dalam Pasal 299 BW ini terdapat 3 buah azas: 
a. Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada 
bapak saja; 
b. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung sehingga 
kalau perkawinan itu putus maka kekuasaan orang tua itu tidak ada lagi 
sehingga kekuasaan terhadap anak sebatas status perwalian (pasal 299 BW);6 
c. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua itu memenuhi kewajiban-
kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik, kalau tidak maka akan 
ada kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut atau dibebaskan.7  
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak  
Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak ini meliputi: 
 
                                                             
5
  M Yahya Harahap. Hukum  Perkawinan Nasional Berdasarkan UU  No1 Tahun 1974 Dan Peraturan 
Pemerintah No 9 Tahun 1975. Zahir. Medan. 1975. Hlm 61 
6
   R . Soetojo prawirohamidjojo dan Asis Safioeden. 1986. Hukum orang dan keluarga. Alumni. Bandung. Hlm 
148 
7
    Ibid,. Hlm 150 
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I. Pengurusan (het beheer) 
Pengurusan ada pada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua (onderlijke 
macht) dan pada umumnya ada pada bapak (Pasal 307 BW) dengan maksud agar anak 
itu diwakili dalam segala perbuatan dan tindakannya yang masih dianggap tidak cakap 
(onbekwaam). 
Persoalan tentang perwakilan ini memang tidak tegas disebutkan dalam sebuah 
peraturan, akan tetapi dapatlah disimpulkan dari berbagai Pasal dalam Pasal 300 BW 
dan Pasal 1448 BW. 
Pasal 307 BW mengatakan selanjutnya bahwa siapa yang melakukan kekuasaan 
orang tua atas yang minderjarig (belum dewasa) mempunyai hak kepengurusan atas harta 
benda anak itu. 
Pasal 308 (1) BW menambahkan siapa yang berdasarkan kekuasaan orang tua 
pengurusan atas barang-barang anaknya harus bertanggung jawab baik atas eigendom 
(hak milik) barang-barang itu. 
Perbuatan di atas membawa konsekuensi untuk memberikan perhitungan dan 
pertanggungjawaban. Hal ini sama dengan hal-hal yang disebutkan dalam perwalian, 
akan tetapi dalam bidang perwalian anak tidak mempunyai hak hipotek atau preferensi 
terhadap barang-barang ayahnya, yang berbeda dengan yang diatur dalam perwalian.8 
II. Menikmati hasil (het vruchtgenot) 
Pasal 311 (1) BW mengatakan bahwa bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan 
orang tua atau perwalian mendapat penikmatan hasil (vruchtgenot) atas harta benda anak-
anak itu. Ayat 2 Pasal tersebut menentukan bahwa jika orang tua dihentikan dari 
kekuasaan orang tua atau perwalian maka orang tua yang berikutnya yang akan 
memperoleh penikamatan hasil atas kekayaan anak-anak yang minderjarig itu.  
III. Berakhirnya kekuasaan orang tua  
Kekuasaan orang tua berakhir karena: 
1. Pencabutan 
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3. Matinya anak 
Terhadap pencabutan dan pembebasan kekuasaan orang tua diperlukan 
keputusan hakim dimana hakim dapat mencabut kekuasaan dari tiap-tiap orang tua atas 
salah seorang atau semua anaknya.9 
3. Hubungan orang tua dan anak  
Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan 
kesenganan terhadap bapak dan ibunya (Pasal 298 BW), yang penting benar dalam 
bagian “hubungan orang tua dan anak” ini adalah kewajiban orang tua dalam 
memberikan penghidupan.  
Selama anak masih mindarjerig (belum dewasa) maka orang tua wajib 
memberikan nafkah dan penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi di samping itu 
antara orang tua dan anak, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis 
lurus keatas maupun kebawah, ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan 
penghidupan. Terhadap kewajiban ini orang tua tidak diwajibkan memberikan suatu 
kedudukan yang tetap dengan memberikan segala persediaan dalam perkawinan atau 
degan cara lain (Pasal 320). 
Kewajiban pemberian nafkah ini dipandang oleh undang-undang demi ketertiban 
umum dan tidak dapat dihapus dengan suatu perjanjian (Pasal 329 BW). Semua 
perjanjian yang menyatakan salah satu pihak melepaskan haknya untuk mendapatkan 
nafkah dianggap batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 329 BW). Suatu 
syarat mutlak untuk kewajiban alimentatie ini adalah bahwa yang berhak harus betul-
betul memerlukan, artinya: ia tidak mampu dengan bekerja mencukupi kebutuhan 
hutangnya. 
Jurisprudensi biasanya tidak mempersoalkan sebab-sebab keperluan. Kewajiban 
untuk memberikan nafkah itu lazimnya berupa uang. Akan tetapi dalam Pasal 326 BW 
diadakan pengecualian yang menyatakan: jika orang yang wajib memberikan nafkah itu 
tidak mungkin memberikan sejumlah uang, maka pengadilan negeri dapat memutuskan 
supaya orang yang harus disokong itu hidup serumah dengan dia.  
                                                             
9
   Ibid, Hlm 157 
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Pasal 327 BW menentukan bahwa orang tua yang wajib memberikan Alimentasi 
dapat pula mengantinya dengan menawarkan agar yang disokong itu hidup serumah 
dengan dia. Akhirnya dalam Pasal 329 BW ditentukan jumlah pemberian nafkah dan 
sifat pemberian nafkah.10 
4. Menentukan, mengubah, dan mencabut, tunjangan-tunjangan nafkah.  
Dalam Pasal 329a BW dikatakan bahwa jumlah nafkah itu harus seimbang 
dengan kebutuhan orang yang dibantu dan dengan penghasilan orang yang harus 
membantu dengan mengingat tanggungannya. Akhirnya tentang sifat pemberian nafkah 
ini dapat disimpulkan dalam Pasal 329b BW sedang jumlah dapat ditentukan oleh 
Hakim atau dengan perjanjian 
Akan tetapi kedua-duanya dapat diubah dan dicabut oleh hakim. Oleh karena itu 
penetapan pemberian jumlah nafkah itu tidak tetap, melainkan selalu bersifat sementara 
(relatif dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti). 
E. Kedudukan Anak  
1. Pengangkatan anak atau adopsi  
Sebelum membahas mengenai hak alimentasi ditinjau dari kewajiban anak 
angkat perlu dilihat aturan yang mengatur hubungan anak angkat kepada orang tua 
kandung dan orang tua angkat. Kemudian aturan yang berkaitan dengan anak angkat 
harus dipisahkan dari hukum positif dengan hukum Islam. 
I. Ditinjau dari hukum positif Indonesia  
Dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) tidak ditemukan satu 
ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak. BW hanya hanya 
mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak diluar kawin, yaitu seperti yang diatur 
dalam Buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang 
subtansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak-anak di luar kawin. 
Lembaga pengakuan anak luar kawin, tidak sama dengan lembaga pengangkatan 
anak. Dilihat dari segi orang yang berkepentingan, pengakuan anak di luar kawin hanya 
dapat dilakukan orang laki-laki saja khususnya ayah biologis dari anak yang akan diakui. 
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   Ibid, Hlm 165-167 
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Sedangkan dalam lembaga pengangkatan anak tidak terbatas pada ayah biologisnya, 
tetapi orang perempuan atau lelaki yang sama sekali tidak ada hubungan biologis 
dengan anak itu dapat melakukan permohonan pengangkatan anak sepanjang 
memenuhi persyaratan hukum.11 
II. Ditinjau dari hukum Islam  
a. Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan 
saudara-saudaranya. 
b. Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah 
tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain. 
c. Anak angkat tetap dipanggil dengan binti orang tua kandungnya. 
d. Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan 
hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat ini perempuan. 
e. Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak 
boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua 
angkatnya. 
f. Anak angkat, tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak 
angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat 
wajibah.12 
Dari penetapan pengadilan agama maka anak angkat tidak mempunyai 
kewajiban untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup orang tua angkatnya 
dikarenakan tidak ada pertalian nasab atau hubungan darah. 
2. Anak Tiri 
Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil 
perkawinannya dengan isteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang 
ayah, ialah anak isterinya sebagai hasil perkawinan isterinya itu dengan suaminya 
                                                             
11
  H. Ahmad Kamil Dan H.M. Fauzan. 2010.  Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. 
Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm  19. 
12
   H. Ahmad Kamil Dan H.M. Fauzan, Op.Cit., hlm 9 
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terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil hasil perkawinan 
suaminya itu dengan isterinya terdahulu. 
Adapun tentang anak tiri bukanlah ahli waris (Pasal 171 Kompilasi Hukum 
Islam). Artinya, ia tidak dapat saling mewarisi antara dirinya dengan orang tua tirinya.  
Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab saja, yaitu: 
a. Sebab kekerabatan (qarabah) atau sebab nasab (garis keturunan). 
b. Sebab perkawinan (mushaharah), yaitu antara mayit dengan ahli waris ada 
hubungan perkawinan. Maksudnya adalah, perkawinan yang sah menurut 
Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh 
(tidak bercerai). 
c. Sebab memerdekakan budak (wala`).13 
Jadi hubungan dengan hak alimentasi pada anak tiri hanya terbatas pada orang 
tua kandungnya. 
F. Analisis Hukum Bentuk Pelanggaran pada Pasal 321 KUHPer dan Pasal 46 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Di jaman modernisasi, hubungan orang muda dan orang tua semakin renggang. 
Kesibukan yang melanda kaum muda hampir menyita seluruh waktunya, sehingga 
mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk memikirkan orang tua. Kondisi seperti ini 
menyebabkan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, kurangnya perhatian 
dan pemberian perawatan terhadap orang tua. Kondisi perkotaan yang berpacu untuk 
memperoleh kekuasaan dan kekayaan banyak menimbulkan rasa kecemasan, 
ketegangan, ketakutan, bagi penduduknya yang dapat menyebabkan penyakit mental. 
Kondisi perkotaan yang besifat individualisme menyebabkan kontak sosial menjadi 
longgar sehingga penduduk merasa tidak aman, kesepian dan ketakutan.14 
Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu 
tanggungjawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan 
                                                             
13
   http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dabf9918926e/bagaimana-hukum-hak-waris-anak-tiri (diakses 
10 November 2012, pukul 20.00 wita). 
14
   http://rendipermanaputra.wordpress.com/radith-n-biyan-talk-about-memasukkan-ortu-ke-panti-jompo/ 
(diakses 5 April 2013, Pukul 18.52 WITA) 
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ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan 
serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut 
tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak 
dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. 
Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan 
sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.15 
Sehingga  untuk mempertegas implementasi keawajiban anak terhadap orang tua 
di Indonesia maka sanksi pelanggaran terhadap kewajiban anak tercantum pada Pasal 
326 KUHPer  
“apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketakmampuannya 
menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah 
menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang 
membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”.  
Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban 
anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib 
memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai 
dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh 
kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan 
keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.16 
Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia 
sekarang ini cenderung kebanyakan anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga 
tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut sudah 
berkedudukan tinggi, dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya 
secukupnya kemudian memasukkan orang tua ke panti jompo. 
Pada Pasal 321 KUHPer menyebutkan:  
“tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga 
sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin”  
                                                             
15
 Husain Ali Turkamani, Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, (Jakarta: Pustaka   Hidayah,1992), hlm. 61.  
16    C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII (Jakarta: Balai  Pustaka, 1989),  hlm. 217 




Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 
menyebutkan: 
 “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan 
keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”  
Jika melihat pasal diatas maka dapat diketahui tentang hak orang tua dari anak, 
dalam hal anak menitipkan orang tuanya di panti jompo maka hal tersebut merupakan 
penyimpangan terhadap pasal tersebut. 
Penyimpangan dari pasal yang bersangkutan apabila dari pihak orang tua merasa 
keberatan atau terpaksa ketika diterlantarkan di panti jompo tetapi. Namun dalam 
realitasnya kehidupan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji 
melalui observasi dan wawancara pada tanggal 21 dan 27 Februari 2013 di Panti Sosial 
Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji bahwa orang tua merasa tidak keberatan tinggal di 
panti jompo karena di panti jompo mereka merasa nyaman dikarenakan pihak 
pengelolah Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji memenuhi kebutuhan 
hidup bagi orang tua lanjut usia yang karena suatu hal harus mendapatkan pelayanan di 
dalam panti sosial berupa pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan 
baik, sehingga orang tua mendapatkan kesejahteraan dan ketentraman baik lahir 
maupun batin.  
Dalam melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harus melihat juga 
kewajiban anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan, yaitu tetap memberikan 
segala hal yang dapat membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orang tua tersebut, 
sehingga tidak boleh ditinggalkan apalagi sengaja diabaikan.  
Dalam Melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harus melihat juga 
kewajiban anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan, yaitu tetap memberikan 
segala hal yang dapat membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orang tua tersebut, 
sehingga tidak boleh ditinggalkan apalagi sengaja diabaikan.  
Sehingga dalam hal ini orang tua yang dititipkan di Panti Jompo merasa tidak 
keberatan maka (akibatnya) selama penelitian penulis belum pernah mendapatkan ada 
orang tua yang mengajukan keberatan ke pengadilan sehingga belum ada putusan yang 
dikeluarkan oleh pengadilan yang memutus terhadap hal tersebut disebabkan dalam 
keputusan hakim perlu mengetahui duduk perkara dalam isi gugatan orang tua dimana 
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berisikan kemauan dari orang tua sehingga hakim tidak dapat mengeluarkan keputusan 
tanpa mengetahui isi permohonan pengugat dalam hal ini kemauan orang tua. 
 Berbagai macam pola kehidupan, tidak menggugurkan anak untuk berbakti 
kepada orang tua. Hal ini sesuai dengan pendapat anak, dimana pada saat penyusun 
wawancara dengan anak yang menitipkan orang tua, semua anak mengetahui aturan-
aturan agama mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Bahkan selama penitipan, 
setiap anak berusaha untuk menjalin silaturrahim dengan jadwal menjenguk orang tua di 
panti minimal satu bulan satu kali.  
Dengan demikian, keberadaan orang tua di panti tidak melepaskan kewajiban 
anak terhadap orang tua, karena hak-hak orang tua untuk mendapat cinta dan kasih 
sayang, mendapat penghormatan dan pemeliharaan, mendapat ketaatan, mendapat 
perlakuan yang baik, mendapat nafkah, serta mendapat do'a selalu diberikan oleh anak-
anaknya. Mendapatkan kehidupan yang layak, serta membuat lahir dan batin merasa 
tentram merupakan hal yang didambakan setiap orang, termasuk ketika orang tua 
berada di panti jompo.  
Pada dasarnya kewajiban anak terhadap orang tuanya harus dipenuhi secara 
langsung oleh anaknya, namun karena alasan yang dibenarkan oleh syara’ maka anak 
boleh melaksanakan kewajiban terhadap orang tuanya secara tidak langsung yaitu 
dengan mewakilkan pada seseorang atau sesuatu lembaga sosial seperti Panti Jompo. 
G. Analisis Status Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Orang Tua yang 
Bernaung di Panti Jompo atas Kehendak Sendiri Walaupun Memiliki Anak yang 
Mempunyai Tempat Tinggal dan Berpenghasilan Cukup  
1. Status Hukum Islam Menetipkan Orang Tua di Panti Jompo 
Keyakinan Islam sebagai agama wahyu yang terakhir dan dimaksudkan sebagai 
agama yang berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman, tentu mempunyai pedoman dan 
prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam 
kehidupannya agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 
Sebagai agama yang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam Islam tentu 
harus dapat menjawab semua permasalahan-permasalahan umat manusia yang telah 
dan akan timbul dari perubahan zaman.  
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Begitu pun pembahasan tentang orang tua tentunya tidak terlepas dari seorang 
anak, dimana banyak nas-nas yang berkaitan dengan berbuat baik terhadap orang tua, 
dan tidak dapat dibantah lagi bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ridha Allah berada pada 
keridaan orang tua” merupakan kunci utama dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika 
orang berhasil dalam segala hal, kemudian tidak pernah memperhatikan apalagi 
melaksanakan kewajiban anak terhadap orang tua, maka keberhasilan yang dicapai 
hanyalah kebahagiaan sementara. Karena Allah sangat murka dengan tingkah laku 
manusia yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan 
kepentingan orang tua. 
Hak dan kewajiban vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai 
sang khaliq (pencipta-Nya). Sedangkan hubungan horisontal adalah hak dan kewajian 
terhadap sesama manusia yang terjadi secara alami maupun yag dibuat dan 
direncanakan untuk dan oleh manusia itu sendiri.  
Di antara hak dan kewajiban horisontal adalah kewajiban memperhatikan hak 
keluarga, hak suami istri, dan hak anak-anak. Dalam hukum Islam, pembinaan keluarga 
terdapat pertalian yang amat erat antara orang tua dan anak, sedemikian rupa sehingga 
seluruh anggota keluarga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, 
seluruhnya senasib sepenanggungan, saling mencukupi kebutuhan, bersama-sama 
merasakan nikmat bahagia, bersama-sama pula memikul beban duka dan derita.  
Agar terwujud dan terpelihara kualitas keluarga secara sempurna maka hukum 
Islam mengatur hubungan orang tua dan anak, dan hubungan hukum itu berupa hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dibedakan antara hak dan kewajiban yang 
bersifat materiil dan hak dan kewajiban yang bersifat immaterial.17 
Ketika usia semakin tua, bisa jadi kepekaan seseorang bertambah. Lebih mudah 
tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, lebih mudah tersentuh hatinya hanya 
oleh kata-kata atau ucapan.  
Oleh sebab itu, Al-Qur’an memberikan bimbingan yang demikian santun, agar 
seorang anak membiasakan diri berbicara dan bersikap secara mulia dan terpuji terhadap 
kedua orang tuanya.  
                                                             
17  Zahri Hamid. 1978. Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam di Indonesia. cet 
1. Yogyakarta. Binacipta. Hlm. 69. 
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Untuk mencapai keluarga bahagia, Islam telah menetapkan aturan-aturan yang 
berhubungan dengan orang tua dan anak. Hal itu sering disebut hak dan kewajiban 
timbal balik antara orang tua dan anak, dimana orang tua berkewajiban untuk 
memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup umur; demikian sebaliknya 
anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut 
garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu. Istilah hukum perdata menyebut 
kewajiban alimentasi.18’ 
Islam telah mengajarkan kepada orang-orang yang berakal bahwa segala 
kebaikan terletak pada keridaan Tuhan, sedangkan keburukan terletak pada kemurkaan-
Nya. Pada hakekatnya keridaan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia 
dengan sesama makhluk, dengan kata lain ihsan (berbuat baik) kepada Allah tidak akan 
terwujud, kecuali dengan berbuat baik kepada makhluk- makhluk-Nya atau disebut 
dengan hak antar sesama mahkluk. Salah satunya adalah hak kedua orang tua untuk 
mendapatkan bakti dari anak.19 
Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat 
oleh orang tua dari anaknya antara lain:20 
1) Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang 
2) Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan 
3) Hak dalam ketaatan terhadap perintah  
4) Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)  
5) Hak untuk mendapat nafkah 
6) Hak untuk memdapatkan doa 
 
 
                                                             
18
   C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. 
19
   Muhammad Al-Fahham, Berbakti Kepada Orang Tua, Kunci Sukses dan Kebahagiaan Anak, Alih Bahasa 
Ahmad Hotib, Cet I (Bandung Irsyat Baitus Salam, 2006), hlm. 77. 
20
   Nasikh Ulwan, Pendidikan Anak, Hlm. 33 
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Seperti yang diungkapkan M. Qurais Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang 
tua bahwa “bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada 
keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, 
sehingga mereka merasa yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai 
anak)”21  
Sebagaimana firman Allah SWT  
 
 
artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan 
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di 
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah 
dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, 
kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. 
Al-Isra` [17]: 23-24). 
Ayat tersebut menunjukan bahwa anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya 
terhadap orang tua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan 
tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena apabila orang tua menyuruh anak 
untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Dengan 
hilangnya ketaatan tersebut bukan berarti membebaskan anak bersikap semena-mena, 
                                                             
21




melainkan harus tetap hormat dan sayang terhadap orang tua, termasuk didalamnya 
memberikan nafkah dan mendoakan.  
Bahkan, Rasulullah SAW. menegaskan sangat hina dan merugilah anak-anak 
yang masih bertemu dengan orang tuanya ketika mereka memasuki usia tua, namun dia 
tidak bisa memanfaatkannya untuk masuk surga dengan berbakti kepada keduanya. 
Dari Abu Hurairah, Beliau berkata, “Rasulullah SAW, bersabda:  
“Sungguh hina, sungguh hina dan sungguh hina dia” lalu ada yang bertanya kepada 
beliau: “Bagi siapakah kehinaan itu wahai Rasulullah?” 
Rasulullah  SAW. bersabda:  
"Yaitu orang yang mendapati kedua orangtuanya atau salah satunya dalam keadaan tua 
(jompo), kemudian ia tidak masuk surga (dengan tidak berbakti kepadanya).” (HR. 
Muslim). 
Ketika kedua orang tua sudah lanjut usia dan lemah, mestinya mereka 
mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sungguh-sungguh dari anak-anaknya. 
Tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita justru sebaliknya, mereka menitipkan orang 
tuanya di panti jompo tanpa ada persetujuaa dari orang tuanya. Sungguh ini merupakan 
salah satu bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya. 
Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya 
tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat 
terpaksa dan berdasarkan keinginan, izin dan kerelaaan hatinya, serta tidak karena 
terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya. 
Oleh karena itu setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab 
terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai 
dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal 
yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga 
dari segala hal yang menyakitkan Dengan cara tersebut maka seorang anak akan 
menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera, penuh kasih sayang, dan terjadinya kasih 
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keseimbangan antara anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka 
hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan fair.22     
Perintah berbakti dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib 
atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri 
kepada Allah SWT. 
  Namun, dalam kenyataanya banyak saja fenomena anak menitipkan orang tua 
dipanti jompo, hal ini dilakukan karena kesibukan anak tersebut sehingga tidak mampu 
lagi mengurus orang tuanya. selain itu, permasalahan yang sering terjadi dalam 
kehidupan berkeluarga orang tua terkadang membuat anak merasa terbebani dan sulit 
dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dengan berbagai macam 
alasan dan pertimbangan, anak terpaksa menitipkan orang tua dengan tujuan agar orang 
tua mendapatkan kebahagiaan. 
Jika tak memungkinkan mengurus orang tua di rumah karena alasan yang sah 
menurut syariat, seperti sikap kasar atau durhaka sang anak, atau kemiskinan akut yang 
dialami anak, maka boleh menitipkan orang tua ke panti jompo. Tetapi, hendaknya 
panti yang dimaksud itu terjamin kualitas pelayanannya. Bila tidak maka tak boleh 
mengarahkan orang tua ke panti jompo. 
2. Status hukum positif terhadap penitipan orang tua  
Kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, dalam skripsi Zaki Yamami, 
"Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan 
Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif". Disini disebutkan bahwa 
kewajiban orang tua terhadap anak yaitu wajib memelihara, memberi nafkah, dan 
mendidik anak hingga dewasa sesuai dengan kemampuannya. Demikian sebaliknya 
anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tua dan apabila anak telah 
dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah orang tua menurut kemampuannya bila 
mereka memerlukan bantuan atau dalam keadaan tidak mampu.23 
                                                             
22
   Umar Shihab, 2005, Konstektualitas Al-Quran Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an  
Cetakan III. Penamadani. Jakarta. Hlm. 129. 
23
 Zaki Yamami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan 




Adapun hasil yang diperoleh dari tulisan ini yaitu ketentuan mengenai konsekuensi 
yuridis yang berkaitan dengan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak adalah:24 
1) Dengan pencabutan kuasa asuh atau kekuasan orang tua terhadap anaknya 
ketika orang tua tidak dapat melaksanakan atau melalaikan kewajibannya 
terhadap anak mereka. 
2) Dengan penampungan sementara pada suatu lembaga negara atau swasta 
bagi anak yang berkelakuan nakal atau tidak patuh pada orang tuanya. 
3) Dengan menyediakan kebutuhan di rumahnya apabila orang yang 
berkewajiban memberi nafkah tidak dapat menyediakan uang terhadap orang 
yang wajib dipelihara. 
Selama ada aturan yang memperbolehkan sang anak menitipkan orang tuanya ke 
panti jompo dengan alasan yang dapat diterima dalam syarat dan ketentuan yang 
berlaku sesuai adat, kebudayaan maupun keyakinan maka itu kesemuanya sah-sah saja. 
   Adapun aturannya yaitu Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia pada pasal 5 ayat (1):  
“Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara”. Ditambahkannya lagi Pasal 19 huruf a “setiap anak berkewajiban untuk 
menghormati orang tua, wali, dan guru”.25     
Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia Pasal 4 menyebutkan:  
“Upaya penigkatan kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan untuk memperpanjang usia 
harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya. 
Terpeliharanya system nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih 
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa”26 
Oleh karena itu, kesehatan manusia usia lanjut perlu mendapatkan perhatian 
khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup 
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    Ibid,.102 
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  Wawancara dengan bapak H. Zulfahmi. , selaku Wakil Ketua Pengadilan  Negeri Makassar pada tgl  20 
Februari 2013 
26
 Departemen Sosial RI, Dirjen Rehabilitasi, dan Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia. Pedoman 
Pendampingan Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga (Home Care). Kementrian Sosial RI. 2012. Hlm 4-5 
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secara produktif sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat ikut serta berperan aktif 
dalam pembangunan. 
H. Kesimpulan  
1. Berbagai alasan anak menitipkan orang tua ada tiga yaitu: Pertama, karena 
kesibukan sang anak dalam hal pekerjaan, sehingga tidak mampu lagi mengurus 
orang tua dan membuat orang tua selalu sendiri dan merasa kesepian. Kedua, 
karena keterbatasan tempat tinggal anak dan kesehatan orang tua yang sering 
tergangu. Ketiga, orang tua mempunyai kebiasaan negatif sehingga menjadi beban 
tersendiri terhadap anak, terutama ketika sudah berkeluarga. Dimana tanggung 
jawab terhadap anggota keluarga tidak kalah penting dibanding dengan tanggung 
jawab terhadap orang tua. Adapun tujuan penitipan orang tua agar orang tua 
merasa tentram, lebih mendapatkan perhatian dan mendapat bimbingan. Realitas 
yang dialami oleh orang tua yang dititipkan di panti jompo oleh anaknya terdapat 
dua keadaan. orang tua yang merasa bahagia, selain dapat berkumpul dengan 
teman sebayanya, orang tua juga mendapat perawatan secara khusus dengan 
fasilitas yang memadai. Oleh karena itu pelanggaran atas Pasal 321 KUHPer dan 
Pasal 46 Undang-Undang No. 1 1974 Tentang Perkawinan didasarkan atas pihak 
orang tua merasa keberatan atau terpaksa ketika diterlantarkan di panti jompo 
namun pada realitas yang terjadi tidak didapatkan Berbagai macam pola 
kehidupan, tidak menggugurkan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang 
tua. Hal ini sesuai dengan pendapat anak, dimana pada saat penyusun 
wawancara dengan anak yang menitipkan orang tua, semua anak mengetahui 
aturan-aturan agama mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Bahkan 
selama penitipan, setiap anak berusaha untuk menjalin silaturrahim dengan 
jadwal menjenguk orang tua di panti minimal satu bulan satu kali.   
2. Dalam hal penitipan orang tua, menurut hukum positif selama ada aturan yang 
memperbolehkan sang anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan 
alasan yang dapat diterima dalam syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai adat, 
kebudayaan maupun keyakinan maka itu kesemuanya sah saja. Sedangkan 
hukum Islam meninjau kesesuaian tujuan anak dan realitas yang dialami orang 
tua. Ketika orang tua mendapatkan kebahagian, kesesuain antara tujuan dan 
realitas sudah terpenuhi karena adanya keridaan dari orang tua. Kemudian ketika 
melihat orang tua yang kurang mendapat kebahagiaan, maka kesesuain antara 
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tujuan anak dan realitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu hukum Islam sangat 
menekankan tingkah laku anak dalam penitipan orang tua terutama dalam hal 
keridhohannya. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan, para ulama 
menetapkankan bahwa dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti 
jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan, 
izin dan kerelaaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk 
anaknya. 
I. Saran 
1. Permasalahan yang terjadi khususnya dalam kehidupan berkeluarga, pasti akan 
terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kasus yang terjadi di Panti 
Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji merupakan salah satu contoh anak 
dalam berbuat baik terhadap orang tuanya, oleh karena itu apapun yang 
dilakukan anak tentunya harus disesuaikan dengan keyakinan rohani sang anak 
dalam hal ini hukum Islam dan keadaan budaya sosial sekitar. 
2. Untuk mencapai kebahagian dalam berkeluarga, hukum Islam perlu di 
intrepestasikan kembali sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam hukum di 
indonesia, hal ini dikhususkan dalam kajian hukum keluarga (hak dan kewajiban 
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